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PEMERINTAH KABUPATEN BARRU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 
NOMOR 9 TAHUN 2012 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KELUARGA BERENCANA  

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BARRU, 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat    : 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan 

Urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, 

perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dalam Peraturan 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan  Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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3890); 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang   

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

161,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5080); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor  4737 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4741); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru  Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU 
dan 

BUPATI BARRU 
 

  MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA 
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.      

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Barru. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 
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6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 

Inspektorat, Bappeda, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 

7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah salah 

satu lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang 

mempunyai tugas melakanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. 

8. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN   
 

 Pasal 2 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan. 

 
Pasal 3 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2  merupakan  unsur  pendukung Bupati, dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

BAB III 
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 4 

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai 

tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah dibidang keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

(2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah  

dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak.;  
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c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.; 

d. pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 

Pasal 5 
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, yang terdiri dari : 

1) Subbagian Penyusunan Program; 

2) Subbagian Keuangan; 

3) Subbagian Umum. 

c. Bidang Keluarga Berencana, yang terdiri dari : 

1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Reproduksi 

Remaja; 

2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga. 

d. Bidang Keluarga Sejahtera, yang terdiri dari : 

1)  Sub Bidang Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;  

2)  Sub Bidang Informasi Kependudukan dan Keluarga. 

e. Bidang Pengarusutamaan Gender, yang terdiri dari : 

1) Sub Bidang Fasilitasi dan Mediasi Kebijakan Pengarusutamaan 

Gender; 

2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender. 

f. Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak, yang terdiri 

dari : 

1) Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 

2) Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan.   

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Pasal 6 

Bagan struktur organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 7 

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Sekretaris, Sub 

Bagian, Bidang dan Sub Bidang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 
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BAB  IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN 
 

Pasal 8 
(1) Pada badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang 

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai 

kebutuhan. 

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan 

organisasi UPTB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
 

 
BAB V 

 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan 

bidang keahlian. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

dipimpin  oleh  seorang  pejabat  fungsional senior yang ditunjuk oleh 

Kepala Badan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4)  Jenis  Jenjang  Jabatan  Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI  
TATA KERJA 

 

Pasal 10 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan 

kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan serta dengan instansi lain di luar Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas masing-

masing. 
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Pasal 11 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 12 
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

 
Pasal 13 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

 
Pasal 14 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada 

bawahan. 
 

Pasal 15 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 

laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 
Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh 

kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat 

berkala. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bab III, Bagian Kesembilan, 

Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 dalam Peraturan Daerah Nomor  6 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Barru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 18 
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Pasal 19 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Barru. 

Ditetapkan  di Barru 

                                                                   pada tanggal 15 September 2012 
BUPATI BARRU, 

                  ttd 
     

                                                   ANDI IDRIS SYUKUR 
 

Diundangkan di Barru 

pada tanggal 15 September 2012 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, 
  
    ttd 
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU  TAHUN 2012 NOMOR  9. 


